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PROVINST St HAWESI Sk
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG

R 5 K ERAH
PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PE.R;}NS(i;?T DA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA .
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

BUPATI SINJAI,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 a}'a;bfllo)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tal?unT o0
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta
2008 tentang  Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencar!a
Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sinjai Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sinjai Tahun 2017;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republii.;
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan
X g Keuan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 233;
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo 1
Nomor 4286), nesa

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rtenta_r}g
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamp, aban LecPUbhk
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); mbaran

e ————— R ——
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O Undrng-Undane Nomor 25 Tahun 2004 tentang ol

Perencanaan Pembangunan  Nastonal “-"““h’“‘:‘q‘ ’?"B'I,F“

Republik Indoesin "1':1.!1111| 2004 Nomor 104, ;:.rm.:uh-m

Lembaran Nepar Republik Indonesia Nomor 442 1), .
v “‘“‘”«”z‘.~lhui=}:m Nomor 33 Tahun 2004 “’“";”f“’
l’cﬂn:h;mgun ]‘\'t‘l.Nlﬂ}‘,'an antara Pemenntah ll’usnt t‘:"ﬂ
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik |I'1[;!()€‘)1'.2
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 38);

=

'U“d“”z?-Undnng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Tahun 2005 tentang

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Pedoman Pembinaan  Pengawasan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4593);

tentang
Penyelenggaraan
publik Indonesia
Lembaran Negara

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4614),

un 2006 tentang

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang |

Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 11.
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Nomor B Tahun 2008 entang
N Tata Cara Penyusunan, Vengendalian,  dan
i',} s Pelaksanaan  Rencans Pembangunan  Daerah
Hembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2008 Nomor
¢1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos

817

] S Perg E ' BTaTal

13 Lthlﬂ]h]ll Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang
;‘.".!-‘.Ir'_"?h Pengendalian Intern Pemerintah (lLembaran Negara
“cpublik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000
‘entang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
f“hﬁgai_mana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemcerintah Nomor 8 Tahun
2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Renca na

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor S

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

19 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2009 Nomor 2);

20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokol Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerabh Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinja

Nomor 68);

21 Peyaturan  Daerah  Nomor 18 “Tahun 2010 tentang
Organisansi dan tata Kerja Dinas dacrah Kabupaten Sinjai

S,,:[',apaimana telah dhubah dengan Peraturan Daerah Nomor
q;.; ‘]"-;;hun 2012 tentang Perubahan au;}a PFI'HIUI‘an Daerah
o ahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

e I aluairmsatsn [iniai M adatea. o
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26.Peraturan Bupati

_ B D b ‘elayanan
Leranyran Daerah Nomor 3 Fahun 2013 tentang Pelayane
Publik Lembaran Daerah

. ’ B | : 2
kKabupaten Sinjai Tahun 70],
¢ : iniai
Nomor 3, Pambahan Lembaran Daerah Kobupaten Sinj
Notog 15),

acrah Nomaor
I\'-mhmw,un:m Jangka
Tahun 2005-2005
Tahun 2013
Kabupate

I5 Tahun 2013 tentang Rem;ar‘]g
Panjang Daerah Kabupaten anj'a!r
(Lembaran  Daerah Kabupaten Sinjai

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
N Sinjai Nomor S7);

aerah Nomor 16 Tahun 2013 lentang Rencana

l't-mhnngmmn Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018,

sebagaimana telah  diubah dengan
Peraturay ‘fah Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan Atas
Peraturan Daepql; Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
!"vml‘:ml;;un

an Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018

(Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 3 Tahun . Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 81),

rah Nomor 4
l‘oror‘nczmnan Pemb

Kabupaten Sinjaij

Tahun 2014 tentang Sistem
angunan Daerah

(Lembaga Daerah
Nomor 4 Tahun 2014, 'I‘ambahan

Kerja Pembangun;
(Berita Daerah Ka

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Rencana Kerja Satgan Keri:
(RENJA-SKPD) Dinag Kependudukay, dan
Kabupaten Sinjai Tahun 2017,

Rencana Kerja S;?u:m Kerja Pemngkal Daerah sely;
dimaksud pada Dikrum KESATU tere
Rencana Kerja  Satuan

Kernja
]{r:;)(_‘! vl

3 e b p N el by 3 i 2
adukan dan e neatatan S ¢ bin]ax
2017 dan merupakan b
Keputusan ini,

agian yg Pisahkg

Tahun
N dari

Mg tidak te
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KATA PENGANTAR

Pujl dan  Syckur kami  panjatkan kehadirat  Alish SWT  yang  telal
melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga dapal menyusun Rencana <O1)a
Satuan Kena Perangka! Daerah Dinas Kependudukan dan Pencataten Sipil
Kabupaten Sinjai Tahun 2017,

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan program

keg:atan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 bagi perangkat
pengelola di tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan
gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas
kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yaitu “Mewujudkan Sistem
Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Profesional dan Terdepan
dalam Pelayanan Publik”.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana
Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut . kami berharap

aran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Sinjai, 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PGNCATATAN SIPIL KAB. SINJAI

gkat : Pembina Utama Muda

Binas Kependudukan don Pencatatan Sipll Kabupaton Sia Page i
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Sinjai  Tahun 2017, merupakan  pelaksanaan
pembangunan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang yang merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008
serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting
dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah yang menyatakan Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra
SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan
bahwa fungsi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatataa Sipil
menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Sinjai kedalam program dan kegiatan Dinas

sedemikian rupa sehingga berkontnbust kepada pencapaian tuiuan

D R e I N T R W T P - PCTIERTS e  4 e
mas K“f‘@ﬁdudukﬁn dan Pencataiar Sinil Kahi maten Qm;;ﬂ Fage !
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Bowsaws Ronge Tadus 2007

pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya
Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan provinsi maupun
pemenntah pusat hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-
Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah
Kabupaten dan kota merupakan bagian Provinsi serta mempunyai
hubungan wewenang, pelayanan umum, Pemanfaatan sumber Daya
Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum

untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang

rancangan RKPD dengan Rerja SKPD, yang menitikberatkan pada

Scanned by CamScanner
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", 4 -
karena v RKPD dan Renjz SKPD berfursi menmjabarkan rencars

b . L
sialeg’s kedalam renczna regional dengan memuat arah kebizian

pemdangunan. proritag Pembangunen, rancangan kerangka ekonom

dse@h dan program kegistan satyan Kefla Perangkat Daerah

(SKPD). Sebagai rencana Operasional RKPD merupakan pedoman

calam penyusunan Kebijzkan Umum Anggaran, Prioritas Plafen
Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landaszan Hukum

Landasan Hukum yang digungkan dalam penyusunan Renia

SKPD adaizh sebagai berikyst -

1. Undang-U ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Kerupsi Kolusi dan
Nepctisme (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 Tambahzn Lembaran Negara Republik

indonesia
Nomor 3851}

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negarz (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambszhan Lembearan Negara Repubin Incones:a
Nomor 42883,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandahargan
Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesiz Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negars Republic ingonesiz
MNomor 43553,

4. Undang-Uncang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengeicizan dan Tanggung Jewad Keuangan Negara (Lembaran
Megara Reculié indonesia Tahur 2004 Nomor 56 T mbshan
Lemparan Negara Repubik indones:a Nomor 4400,

~ras Kecendudokon gan Fencatatan Sipd Kabunstes Sing Fagez
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Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republk Indonesia Tatun 2004 Nomor 104, Tambahan L.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang

tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 38);

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adniinistrasi
Kependudukan sebagzimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan:

% Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 200s-
2025 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4700);

1€ Undang-lJndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informas: Publik;

m‘mm.m,. 1 L R TR e ”
Uinas Kependuduian dan Pencalatan Sipil Kabupaten Sinjai

‘ Fa 4-

fe < 2 B
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14.

15.

16.

17,
18.

18.

20

Dinas ke

Kencans Tenja Takunw ENN7

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan;

Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4693),

e ¢

pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjar
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<! Veaturan  Pemenntah  Nomor 37 Tahun 2007 tentang

‘eiah ¥ g i - - B Ta T ar e 2
Peigksanaan LUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Admirustrgs, Kependudukan (Lembaran Negara Repubik

'8 Tahun 2008 Nomor €0, Tambahan Lembaran Negara
Repubii Indonesa Nomor 4736);

. Peraturan Pemerintah Nomaor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan  Pemenntah, Pemerintahan Daerah  Provinsi dan
Pemenntahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indenesiz Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas:
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

indones

.
W2

24 Peraturan Pemerintzh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan  Pemerintzh Nomer 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4816);

Y
%)

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tzhun 2008 tentang Tahapan.
Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencznz Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nemor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817),

27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil,

Dinas Kependuduian dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siniai Page 6
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31

Dinas Kepandudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Sinjai

I Pen

wiran Preaiden Ropabink Indonesia Nomor § Tahun 2010

metang Rencana Paembangunan Jangka Menengsah Nasional
(RPIMN) Tahun 20102014

Peraturan Preciden Republ Indonesia Nomor 128 Tahun 2012
tertang Perubghan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 lentang Penerapan KTP
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 58 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Tshapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Lembaga Daerah dan
Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai:

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2013-2018 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan
tembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81)

Pa
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14 Tahun 2014 tentang Pengelofasn
arang M,
2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sina
Nomor 75)

% Daerah (L embaran Daerah Kabupaten Siyar Tahwun

33. Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daergh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapaten dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tzhun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016

Nomor 11, Tambahan Lembaran Dae
S );

37. Peraturan Bupati

w
(%3]

rah Kabupaten Sinjai Nomor

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita
Dzerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 17);

38 Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai

Tehun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2016 Nomor 89);

13, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerjs Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kabupaten Sinjai  Tahun 2017 adalah
sebagai berikut
a. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan
Kependudukan dan Calatan Sipil Tahun 2017, yang

memberkan gambaran hubungan sinergitas  antara

i e’da “ ipﬂ' Kabuaten Sinjay Page §
ol
Scanned by CamScanner




ELrae -‘”

l}ﬂw ':.,'.v'il }ﬂi& Fos 2

t'f'b::#‘\:h" 3 "A,‘%ﬂ‘ AR ek -ﬁt"'l:t"" ";-t!.‘?‘-‘-“ﬁ“ ',."Gi"-"{“-‘-'".‘ﬁ?’
Dl ™.
: - : A0
n Derusiarese  rodores  DNRACSISRN  pembangund

Umses  Kepensadkse dae Cstaten Sod  Dage paid
semeergges ¢ inghunger Dinas  Kependudukan dae

Sei caigr meBisanakan uges pemenntahen

b

TquEt  pemausuran  Rencsna  Keda SKPO Dines

Csmendudsias den Pencatsten Spd Tahun 2017 adalah sebagal

© Merpevakes kmeris pembengunan urusan hependudukan dan
seimte s t2hwr sebeiumnys (shun 2018) serts merumuskan
2r=~ kmtimhan progrs™ dan kagistan tahun 2017

2 Memperahien pencspeian v dan muest Dinas Kependudukan dan

3 Mecwusun kebijskan orogramdkegatan can indkas! kegiatan tahun
&7

¢ Meesiskan snergiss sniare perencenaan, penganggaran,
Daisvsangan dan penga@wessn seluruh programvkegiatan pada

Pages
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1.4. Sistematika | enyusunen Rencana kerja Dinas kepondudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Cictn W i

wistemalika penylisan Rencana Kena Dinaz Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017, adalah cebagai

berkut :

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2, Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten
Sinjai
1.4. Sistematika Penyusunan rencana kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
2016
2.1. Evaluasi Pelzksanaan Renja Dinas Kependudukan
dan pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2016
dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD

2 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

n'du tté I Kabupaten Sinjai Page 10
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BAB 1
EVALUAS) pE) AKSANAAN REN

CANA KERJA
DINAS KEP{ENDUDUKAN DA

N PENCATATAN SIPIL,
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pe!ak::anaan

Renja Dinag Kependudukan dan

Pencatatan Sipij Tahun 2016 dan Capaian Ren

stra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah N

omor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian dan
evaluasi  Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah, setiap
dokumen Perencanaan harys dievaluasi dalam pelaksanaannya

. Oleh
karena

U Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evalyasi

terhadap renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sinjai tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal yaitu Kebijakan Perencanaan,

T ey

Program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan

C Serta hasil rencana Program dan kegiatan.

Ozlam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017 memperlihatkan hat

sebagai
9 berikut

3. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

: serta penga[oka&:annya;

Tujuan yang alan dikehendaki:

;
O

Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya

e i Bt
ue s mgy el e 3

et

?‘-Ebi;akarbkehtfakan dalam pelaksanaannya.

Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Page 12
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Disamping it Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sip Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga memperhatikan
hal-hal sebagai berikut -

8 Hasil evalyasi “@paian kinerja tahun 2016 sebagai bahan dalam

Pe€nyusunan Perencanaan tahun 2017

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk

Menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan:

C. Masalah-masajan yang dihadapi dan sumber daya yang akan
digunakan sertg Pengalokasiannya,

Evaluas;i terhadap pelaksanaan Renja tahun 2016 dan capaian
Renstra SKPD Secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi
program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun realisasi program
dan kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016

!— - _;l"‘-:':?-.l. i -
| N Kemajuan -_
No ' Uraian Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) PR-;—-._..T; ;k_l
| | Fis
| angan |
| S R
Belanja Daerah 3.685.879.443
| e e SIS ]
[Eé-l'anjé Tidak Langsung 1.848.758.943
| Belanja Langasung 1.837.120.500 - _
‘Belanja Pegawai 226.895.000
Belanja Barang Dan Jasa 1.373.956.682
| e = — ]
Y S 518
l i Belanja Modal 236.268
| [— L ———— —— e — = ] .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Page_l?,
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Scuna T g 4 143 0O0 | 88 82 88 62
¢ Penyedesr Bangr Bacasn e e
Gan *BhaN Perundang- 10 200 000 7320000 | 71.76 .76
! %ﬂ'fi‘“&?‘ .Q:hr- st-‘s‘___'_‘_‘—‘ - —r i
Kesexretanatan 451 972 800 443 201 300 | 98 08 o8 08
¢ Pengeiciaan Keuangan SKPD ERFET e
76.881.400 ‘ umm[ 100 l 100
" Rapal-Rapat Koordnas dan
Konsultas: Dalam dan Luar 218574 982 | 218 524 423 I 99,98 [“
Deerah E ‘- !
‘. e JESSS. (=
Program Peningkatan Sarana ' :
333.5%0.818 !
2 i - | 306.245 818 | 91,80 91,80
"1 Pengadasn Kendaraan BT — D
51969 !
o pmisionin 000 | 51989000 | 100 100
2 Pengadaan Pertengkapan 9350 000 9350000 | 100
Gedung Kamor |
3 Fengadaan peralatan Gedung 120 200 000 10}1-33@ ' ; 1
Kantor '
P G P C R ____+. . - 4 -
4 Pengacaan Mebeleur m.mm: 28 900 000 | 100
- | B I | - S 3 G e
& Penambahan Days instaias 17129818 | 17129818 | 100 | 100 |
Listnd
£ Pemelinarpan Rutin Berkala 15 670 000 14820000 04 58 \'HSG
Gedung Kantor : '
- S P S — . PR .
7 Pemeliharaan Rutin Berkaia 65 000 000 64170 j 8™ 'esTm
renda san ines Operasiona’ | | _
‘ i | RPN | SRS ST LR
£ Pemelharaan Rutn Berkala 8 750 000 5785000 6611 | 86 !9
Perengrapan Gedung Kantor s * ;
9 Pemetnaraan Rutin berksia 13 102 000 | 9502000 | 7252 7282

Peralatan Gedung Kantor

ne .! i e e =

|
|
AP
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J Mebeleyr -i 3500000 [ T s,
- g SSE “-l-——h_—h-._.___ 3'500'000 ! 100,00 100,00 |
" Proegram Peningkatan Displip ‘ 53,900, s T
; -900.00 f
| Aparatyr 0 53.900.00g : 100 100
j_ IR ED Pangadaanmma‘ |‘““*“—‘é"= Sy o TS ﬂ_‘____! '
| Absensi ’ 700.000 | 8.700.000 | 109 Tiee
| mm%mrwxm—mm ~ —_—
| T e e
1 Beserta F’erlengkapannya *R00m0p #9:200.000 | 109 | 100
-____—ﬁ—-_________h_mﬂ_ — ] - .
" Program Peningkatan i ! :
| Kapaeitag Sumber Daya 36.000.000 | 25.400.000 ! 70,58 7055
i Aparatyr ' '
|
L] - i
| T Bibingan Torys ———— | e —— |
Implementasi Peyagyrgy ' 36.000.000 25.400.000 | 7056 7954
_ Perundang-Undangan : |
————.__""‘-—-—____‘_______-___.______‘___ _____l_.____ - - SR ——
5, Program Peningkatag |
Pengembangan Sistem | 23.567.500 _ 23.110.000 98,08 98,08
Pelaporan Capaian Kinerja ' .
dan Keuangan ! '
'-"-—-_.__‘.__ ! ——
| 1; Penyusunan Dokumen i —:ﬂ_—-_-—.,—__‘__—‘ | 98.06 |
€rencanaan dan Pelapaoran | 23.567.500 #1000 e Ranad
SKPD | .
= e ; 4
5 | Program Penataan 496.123.000 | 481.600.500 | 97,07 | 9107
—— [ Administrasi iependuduan —
1, Peningkatan Pelayanan 1 e T I
: 38922500 | 9468 | 0458 |
_’ Publik dalam Bidang SRE-30.000 =R ! !
- Kependudukan e i ——
i Y Lo _____-____————_.
| | 2‘Penerbr!an Buku Profi| 16.285.000 15.835.000 | 9724 | 8724 !
g ! €Pendudukan Kabupalen ' ‘ '
Sinjai tahyn 2915 i —
% |\r 3. Pendataan dan Pelayanan 20.512.000 20.512.000 | 100 . e |
i i I endudyk Rentan ! |
' ] Ministrgs; Kependudukan ) | |
i ! - T e Lt (el i |
; | 4.P "02rsipan Dokumen 43.860.000 43.860.000 | 100 | 100 '*
| | Admibistrag; kependudukan ‘ ! |
: xﬁ,h_,__d_a_r] Catatan Sipil - | - ‘ '
| ¥ Pelayanzn Langsung Akia Lo |
; | J o hian Tkl Desa 163.131.000 762.471.000 | 9960 | 98, '.
g Kelurahan, Sekoian o 1 |
i b l Uskesmas, Rg Bersalin | !
~ R, ( 29erSwasta) i !
| i
, 83,80
i | 35.239 | 93,90 '
y 3.461.0 |
! S Jumlay, J 3.685.879.44 |

i Yoy, Sy
Epe“dt!dukan dan
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| Program Peningkatan Displin
( Aparatur
T_, F—ude:r n Mesin Karty
Absensi

| 2 h.l(}.mr:dr..-
|

!

Program Peningkatan
i Kapasitas Sumber Daya

| Aparatur

1. Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan

| Perundang-Undangan

|5. | Program Peningkatan

| |  Pengembangan Sistem

| |  Pelaporan Capaian Kinerja |

|| danKeuangan |

. [ 1. Penyusunan Dokumen .

' Perencanaan dan Pelaporan

|| skeD 0 o
6. | Program Penataan

s _| Sinjal tahun 2015

ok (Neger/Swasta)

_| Administrasi Kependudukan |
| 1. Peningkatan Pelayanan !

| Publik dalam Bidang
Kependuduk&n ¥

2 Penerbitan Buku Profil
! Kependudukan Kabupaten |

1 3. Pendataan dan Pe.aYaﬂd“

| Penduduk Rentan |

| Administrasi Kependudukan

4. Pengarsipan Dokumen |
Admibistrasi kependudukan

| dan Catatan Sipil |

5. Pelayanan Langsung Akta |
Kelahiran Tingkat Desa |
Kelurahan, Sekolah '
Puskesmas, RS Bersalin

e

Jumiah |

o KeI"el'educiukam dan Pencé

53.900.000

8.700.000

36.000.000

36.000.000

23.567.500

23.567.500

496.123.000 |

252.335.000

16.285.000

43.860.000 |

163.131.000

5.685.879.443 |

- e
Aimcana Avia fakua SOI7

3.500.000

53.900.000

8.700.000

43,200.000

25.400.000

100,00

100 100

[1*.Y

70,56

70,56 70,56

23.110.000 | 98,06 98,06

23.110.000

481.600.500 | 97,07

98,06 | 98.06

(7.}
=3
=]

238..932.500 | 94,68 94 68
;5.83_5_-3_00 97,24 a7 24

{ Eo_ilﬂ-imu 100 100
43.860.000 | 100 100
762 471.000 99,60 40,60
s : &

4.461,005.299 | | o390 |97
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islras; Kependudukan pada

Program/kegiatan
diklasifikasi

Program reguler dilaksanakan melalyi Program Penataan
Administrasi Kependudukan Yang mencakup 5 (

Lima) Kegiatan dan
Program Reguler

urusan Dasar dilaksanakan melalui 5 (Lima)
Program Yang mencakup 22 kegiatan.

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa hampir semua
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil dimana pencapaian target dan evaluasi kinerja
program Kkegiatan sudah menghampiri 100 % walaupun pada
pelaksanaanya masih ada program kegiatan yang belum terlaksana
100 % hal ini dikarenakan minimnya anggaran dan perencanaan
pelaksanaan kegiatan sehingga output dari program tersebut masih
kurang maksimal. Adapun Solusi dan Masukan yang diharapkan pada
perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2017
adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari
program kegiatan tersebut dengan tdk melihat hasil dan dampak dari

program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar

anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

Scanned by CamScanner



2.2.

{
[
]
|
|

Dingg

Bcans Tinge Dadine 8u7

Analiais Kinorja Pelayanan SKirn

Kajian Capalan Klnml“ i‘nlaynnan SHPD I'm-h--:_!ap Indikator

Kinorja SPM

S
Memperhatikan Peraturan Menter Datam  Negeri Regubi

indonema Nomor go ¥ ahun

<012 !untang Perubahan Atas Peraturan

Menten Dalan w A
V Negen Nome 62 Tahun 2008 tontang  Standar

3 : .
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Jalam  Negeri [

Kabupaten/ Kota, erutama yang Menyangkut jenis pelayanan dasar

Pelayanan Dokumen Kependudukan ditetapkan abby

Tabel Nomor 1

Target SPm Bidang Pomerintahan Dalam Negeri

Jonlg Polayanan Dasar : Polayanan Dokumen Kependudukan

No Indikaloy Nilai Ve Kal
( Vahun) i
; Cakupan Penerbitan IKantu Keluarga 100 %, J010
Cakupan Penebitan Karo Tanda !
2 100 %, 2015 |
, Penduduk |
|
Cakupan Peneibitan Akte IKathiran 90 % <020 i

-i ']
Calupan Penebitan Kulipan Akte ! ) ' I
p 0% | 2020 F
Kematian I !
KePendudukan dan Poncatatan Sil Kabupaton Sinjal Page 17
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Standar Pelevan:

tanga ’(I’R\-"‘\‘“ h‘lllll"ﬂl i {“:m‘ ‘i”i“ltllluln daliam Rencana
Cembangunan Jangha Menengah Daeral (RIAIMD) Kabupaten Sinjal
SURRS0IR gerta ditindak At o datam Rencana Stiatogis Dinas
Rependuduhan dan Pencatatan SIPIE2013-20 18 sebagai berikut

Tabel Nomor 2
Target Capaian Kinerja 2014-20 19
Jonis Pelaymmn Dasar : Pelayanan Dokumen Kepondudukan

| |
No | Indikator 2014 | 2016 | 2016 | 2017 | 2010
fl.‘..-thul\-m Peneitvtan
' jf\miltf\nlll.’tlud .! bt e o SO e
}' Cahupan  Penerbitan |
o | Kartu Tanda | G925 % 75 % 91 % a7 % 90 %

-

[ Pendudul

| Cakupan  Penertitan ( _
! {5 % 9% 98,23 % 09 99 %
[ Akte Kalturan

L‘-ilﬁuj.\an Penertulan
Akte 2.5 %

-
as

b % 10 % 16 % 20 %

4 | Kutipan |
I'i Kematian |

L ———————EEENSRT——
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Capaian kinerna Dinasg
kepada indikator SPM Sampai dengan T

Tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabe|

Kepcndudukzm dan

-

_

.
-

o’ 3
At Zovde "Dadee - # #d

l_) " el . ™
encalatan SIpil mengacy

ahun 2016 dan rencana

sebagai benkyt

Tabel Nomor 3
Capaian Kinerja Tahup 2016 dan Rencana Tahun 2017

Jenis Pelayanaan Dasar - Pelayanan p

okumen Kependudukan

Ilr I Capaian Asumsi 13
| No Indikator Tahuy ' M I! 1
| n | Tahun Tahun i Ket. |
| 2015 | |
f : Cakupan Penerbitan Karty
i Keluarga
r_Q Cakupan Kepemilikan Kang
Keluarga
" Cakupan Penerbitan Karty
Tanda Penduduk Pk % 100%
‘ 4 Cakupan Kepemilikan Kartu o
- 86,98 % 459
| Tanda Penduduk ’ ’ A
[ 5 | Rasio Penduduk ber-KTP per | 796.600 | 852140 | 903100 | |
' satuan penduduk Orang Orang Orang
erbasis NIK i
| 5 |FPenempanKiP b 100% | 100% | 100%
secara Nasional
- | Cakupan Penerbitan Akte — AT Tt
Kalahiran
. aﬂ_ Cakupan Kepemilikan Akte 628.4.1 657,? 706 permil
' Kelahiran per 1000 penduduk | permil permil s
r—-—-—-_
: 0
|[ 9 | Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran | 952% | 96% | 97% —4
f— 10 ‘Cakupan enerbitan Kutipan 1% 5% 15 %
#\ Akte Kematian L (et W —
[ 11 Ketersediaan Data Base Adli Ada Ada
1 L e la— |

Kependudukan
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Dalam men
Ye!enggarakan fungsi dan lugas pokok Dinas

epencutkanday Peéncatatan sipil Kabupaten  Sinjai yailu

Pencatatan = Sipj| Kabupaten Sinjai  selaly proaktif, kreatif dan

profesional dalam Melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan

sebagai inovator dan motivator.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas
desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil. Salah saty produk berupa dokumen kependudukan
seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil
dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak vang sangat
luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban,
agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD antara lain belum tersebarnya
informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas lerjadinya
Peristiwa kependuduhan dan peristiwa penting yang mengakibatkan

terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

s nuhntéj_ﬁii_f_(ébupalen Sinjai Page 20
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Isu-isy Penting ¢

Alam Penysian... .
pada tahun 2017 4 o

alah 8n
1. Data chondudukan

Kependud 8|
D ukan, Mmasgih termd:.'fa'i

N ¥ 2danya penducis Kabupsater
Sinjai yang belym tercatay di da)

am data base kependu
kupan data pg.

€ kependy
belum mencapaj o
Pal 100%. Faktor Penyebab masalar in;

Data penduduk, memiliki ar; Yang sangat penting dan strategis
dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan, baik
pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi,
] infrastruktur dan l2in-lain,

Data penduduk yang dihasilkan dzri Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan yang tersimpan di datam data base
kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan
kebijakan dij bidang pemerintahan dan Pembangunan. Hal terseby
diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

BEEE g o
=S

ag Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Page 22 —
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cakupan kepemilkan dokumen kepondudukan  masih rencah

Misalnya

+ Kepemiikan akia kelahiran, bani tercapai 89 %

Penerbitan Akle Kematian, baru tercapas 4.5 %

Diketahui adenya kelidak sesusian nama pada dokumen

wependudukan dengan dokumen lain.

Dan lain-lain

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan  Sipil, sangat mempengaruhi

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang kedua yaitu
“TERWUJUDNYA SINJAlI BERSATU YANG SEJAHTERA UNGGUL
DALAM KUALITAS HIDUP DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN

PUBLIK".

Sejalan  dengan berkembangnya  berbagai sektor

pembangunzn di Kabupaten Sinjai | akan teriadi mobilitas penduduk

yang cukup tinggl. perubanan strukiur masyarakat, dan berbagai

perubzhan lain  yang perlu  diantisipasi dengan kesiapan dan

vetersedizan berbagai sumber daya Salah satunya meningkatkan

vualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang

memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi

Kahupaten Sinjai
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tenisng i eiubahan Alasg (!rd-an{;-ljndzirn Nomor 23 Tatunn 2006
tertang Administrasi Kependudukan

1
Oleh karena data penduduk memsbic arb yang sangal

harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan mermiidc
Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen
kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data pendudui, setiap
peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialam oleh
penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setap
tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen

kependudukan. Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil setiap han, Data Base Kependudukan akan

terjaga akurasinya.

. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan

biodata penduduk, pencatatan atas pelapcran  penstiwa

kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan
dokumen kependudukan berupa karu identtas dan surat
Dalam pelayanan pendaftaran

keterangan kependudukan
teriadr pembenan data

penduduk, masalah yang dihadapi senng
individu yang tidak cecual dengan data sesungguhnya, dan tidak

ditunjang dengan dokumen lain Akibat dan permasa
kurang akurat dan masyarakal mengalami

iahan . dsta

individu menjadi

e ———— AT N T TN ety
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kesulitan dalam pelay

anap ; _
kesehat: ' Publik  lainnya, seperli  bidang

3. Pencatatan Sipj|

Pencalatan sipj
re pil adalan Pencatatan peristiwa penting yang dialami
S€seorang pada Instans; Pelaksang meliputi

lahir mati, perkawinan {nonmuslim), perceraia

kelahiran, kematian,
n, pengakuan anak,

6’ ]
pengesahan anak, Pe€ngangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan

Perm S i i
Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan

sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa
kematian.  Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih
kurangnya kesadaran Mmasyarakat dalam pelaporan kematian.
Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwva kematian belum
memberikan  kontribusi positif  terhadap  akurasi data

kependudukan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awail RIKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tahun 2017, disusun sejalan dengan pelaksanazn berbzagai tahapan

musyawarah  rencana pembangunan, dimulai  musyawarah

perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat

kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD.

Rumusan hasil dari pelaksznaan musyawarah rencana pembangunan

tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD).
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Rencanaga
i = Lo n "I\v;;l ’1 . = I
TR kerja Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. sudah tera o
akomodir gj dalan, rancangan awal RKPD

- Penelsthan Usuina Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Ke
Pendudukan dan Pencalatan Sipil sebagai unsur

peiaksana  Pemerintah Daerah mempunyai  tugas  pokok
melaksanakan urusan Pemerintahan gaerah berdasarkan azas
desentralisasi dan tugas pembantyan di bidang kependudukan dan
catatan sipil.

Dalam  melaksanakan tugas pokok dimaksud, seliap
penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau
aspiresi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah
rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana
Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2016
yang menghimpun berbagai usulan pregram/ kegiatan yany akan
dilaksanakan pada tahun 2017, tidak ada program / kegiatan yang
diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas
kependuduken dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan

dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan

penstiva penting di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai

~ Scanned by CamScanner
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.4. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipit Tahun 2017 merupakan implementasi dari Kebijakan Nasional,
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan

administrasi kependudukan pada tahun 2016 merupakan kegiatan

" perkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan  Nasional dalam pengelolaan  administrasi

kependudukan adalah :
1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strateg-is Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak

Indonesia Tercatat Kelahirannya™.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk
Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP

elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun
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KT elehtrona gaa SRy pelayanan reguie’ kepada wagb KTP

PEi serta penggantan dokyumen Yang rusak atay hiang,

Kebgakan datam Pencatatan Sipd,

Catstan S

betapa pentingnya  memiiki  akia kelghran,
Perkembangan peraturan Yang semula bag pemohon yang berusia
°dih dan 1 (saty) tahun harus melaln  Penetapan Pengadiar,
bercdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitus: bahwa Pasal 32 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 tentang Admmistrasi Kepencdudukan,
bersifat tidak mengikat Mengandung arti, bagi pemohon yang beusia
rebh dan 1 (satu) tahun, tidak harus melalui Penetapan Pengaditan,
akan telapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksane
Untuk menunjang tercapainya pencataten kelahwran selunh
énak Indorasia. diperlukan cosialisasi melatui berbagai metie dan
komitmen yang kual dan para pengelcia program  admnatves
kepencudukan dan mulsl tingkst kabupsten sampal o egkat
Jesshelurahan sehingga masyarskat menyadan sken pentingnya

Temilk: akla kelahuan

77 Kependudukan dan Pencatatan Sipt Kabupaten Sigar - Face o
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12 Tujuan dan Sasaran Renja SKpQ

1
) Meningkatkan kuallas data base kependudukan yan
lengkap benar dan akurat o

2) rengembangkan sistem informasi administras:
ependudukan dalam rangka menciptakan sistem pengenal

tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bag
seluruh penduduk:

3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil

5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
dalam kepemilikan dokumen kependudukan

6) Mewujudkan sistem tatakelola dokumen kependudukan

Sasaran Renja SKPD
1) Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang

lengkap, benar dan akurat serta akuntabel

2) Terwujudrnya pelayanan dsn pengolahan data berbasis
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

3) Terwujudnya sumber daya aparatur profesional dan

memiliki integritas tingg,
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk

4)
dan pencatatan sipil yang transparan dan profesionai
sesuai Standar Operasional Prosedur

5) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

dalam memiliki dokumen kependudukan
6) Terwujudnya sistem tata kelola dokumen kependudukan

berdasarkan kaidah kearsipan
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13 Program dan Hegistan
Program den kegistan pada @by 2617 emiorpena:: va Adaiger
Progreny Kegwias Reguler gar Progrem | Kegstan Rag e | jrusar
Dasar

. Program dan Kegiatan Reguler
s Program Penataan Administragi Kapendudukan
1} Kegiatan Pelayanan Langsung Akta Kelshiran Tinghkat
Desa / Kelurahan (RS. Berssitin. Puskesmas)
Keluaran Jumiah Penduduk yang Mendapat
Pelayanan Langsung Akla Kelatwan
sebanyak 5000 Orang

Hasil Meningkatnya Jumiah Kepemidikan
Dokumen Akta Catatan Sipsl 2015
Sumber Biaya DAK

2) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Pubtik
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keluaran Jumlah Dokumen Dokumen Standar

Pelayanan Publik Dnas
Kependudukan dan Pencatstan Sip
yang diterbitkan sebanyak 1 Dokumen

Hasy Tersedianya Dokumen Standar
Pelayanan Publik Dines
Kependudukan dan Pencatatan Sipsi
Sumber Biaya DAL

% KQDﬁndudtl(an dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Page 29 |
(. | e SN
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Kegis :
gietan Petaysnan Karn, Idontitas Anak (KA} Tinghat
(k#—:a:‘?(wumhan. Sekolak g Kabupaten Sinjai

Keduaran Jumiah Ang yang mendapatkan Karty
Identitas Angi (KIA}) ssbanysk 30 000
Analk/Jiwa

Has Meningkatrya Kepemilikan Dokumen
Kartu Identitas Anak (KIA)

Sumber Biaya DAU

4) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Swasta)

Keluaran - Jumlah Penduduk Peserta Sosialisas:
tentang Kebijakan Administras
kependudukan dan pencatatan Sipil
sebanyak 450 Org

Hasil ©  Meningkatnya Pemahaman
Masyarakat tentang Kebijakan
Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil

Sumber Biaya : DAK

5) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan
Waktu Pelaksanaan Pengelolaan SIAK

Keluaran
Selama 12 Bulan

Hasil Tersedianya laporan Data Base
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Biaya : DAK

N | Scanned by CamScanner
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6) Kegiatan Delayanan Dokumen Kepondudukan

Keluaran Jumish Dokymen KK dan KTp yang
d:terba!kan (7000 KTpy 538 Kk)

Hasd meningkainyg kepemilikan KK dan
KTP

Sumber Biaya DAK

1) Kegiatan Fasilitasj

Kerjasama Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan NIK
Keluaran - Jumlah Dokumen Kerjasama

Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Skipil Sebanyak 5 MoU

Hasil - Tersedianya Dokumen Kerjasama
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Sumber Biaya DAU
. s Kep@ndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Fage i

X \
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. Progra i
2. Program dap Kegiatay, Reguie,
a. Program Pe"“ﬂan - (Urugay, Dasar)
| Nigtry
0 Keg:aran " 8i Perkantoran
en
A s Qan Jagy Komunik ]
n Lfstm; asi, Sumber Daya
Keluaran
;Vaktu Penyediaan jas, Komunikasi.
u »
Mber Day, A dan listrik, selama 17
) bulan
asil
en'ngkatnya Kualitas Layanan jasa
Komumkasu, Sumber daya air, listrik
TVKabeI sela
ma 12 byl
Sumber Biayg e

2) Kegi ]
) Kegiatan Penyedraan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Opera

sional
Keluaran Jumiah Kendaraan Dinas yang yang
disediakan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan sebanyak 13 Unit.
Hasil . Jumlah Kendaraan Dinas yang layak

Pakai sebanyak 13 Unit
Sumber Biaya DAU

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran © Waktu penyediaan jasa Kebersihan
Kantor Selama 12 Bulan

Hasil : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Sumber Biaya : DAU

Inag Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai —a
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Sumbey Biayg 'str.klpenemngan o
DAU Bangunan Kam&f
S) K iat,
p:g o # Yediaa, n B
fundang_u dangs ACaan g, Peratura,
Ketuaran ;
Umlah da
s N jenis bahan bacaan (surat
bar gan, Majalap :
jalah) yang disediakan
‘ Sebanyak 19 Media
HaSll Tersed
ian
Koo . y:' bahan bacaan (surat
N Majalah
Sumber Biaya Bk Jalah) selama 12 bulan
6) Kegiatan Pelayanan Administrasi Ke,sekretariatan
Keluaran Waktu Penyediaan ATK Penggandaan
Cetak dan Makan Minum selama 12
Bulan
Hasil Tersedianya layanan ATK,
Penggandaan Cetak dan Makan
Minum selama 12 Bulan
Sumber Biaya DAU
e —— canner
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7) Kegiatan Pengeioaan Kmanqon SKPD

Keluaran
U Pengelolg Keuangan SKPD
selama 12 bylan

Hasd
Tersedianya L aporan
Pe”a‘”"ggmqjawaban Keuangan SKPD
Sumber Biaya DAU

8 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah

K

eluaran Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar Daerah selama 12
Bulan

Hasil

Tersedianya Laporan Hasil Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah selama 12 bulan
Sumber Biaya - DAU

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran - Jumlah  pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor eabanyak 2 Unit

Hasil - Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor sebanyak 2 Unit

Sumber Biaya : DAU

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keluaran - Jumiah Pengadan Peralatan Gedung
Kantor sebanyak 4 unit

Hasil . Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
sebanyak 4 unit

Sumber Biaya : DAU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Page 34
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3)  Kegiatay Pen

Ga lfa'—lmi
Reluaran Mnlmre ur

Jumilap Pengad;
¢ L

1an Mebeleur sebanyak
18 unit

Hasl

Terl :
ksanany, Pengadaan mebeleur
yang

S19p pakai sebanyak sebanyak 18
unit

DAY
4) Kegiata :

Keluarann Pemehharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung  Kantor  yang

i terpeliharg sejumlah 1 Gedung

+ Tersedianya gedung Kantor dalam

Kondisi bajk

Sumber Biaya DAU

5) Kegiatan Pemeliharaan
Dinas/Operas:‘ona!
Keluaran

Rutin/Berkala Kendaraan

Jumlah Kendaraan  Dinas yang

mendapat pemeliharaan sebanyak 12
Unit.

Hasil Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional yang layak pakai sebanyak
12 Unit.

Sumber Biaya : DAU

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Keluaran : Jumlah Perlengkapan gedung kantor
yang mendapat pemeliharaan
sebanyak 33 Unit

Hasil  Tersedianya perlengkapan gedung
kantor yang layak pakai sebanyak 33
Unit

Sumber Biaya : DAU

Dinas Kependuduikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ~ Page 35
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¢. Program Peningkatan Disiplin Ap

5 aratur
1) Kegiatan Pengada

an Pakaian Khusus Hari-Harl Tertentu

Keluaran Jumlah  Aparat  yang  mendapat
pakaian Khusus pelayanan sebanys¥
108 Orang.

Hasil Tersedianya  Pengadaan  Pakaian
Khusus Pelayanan Beserta sebanyak
109 QOrang.

Sumber Biaya : pauy

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Keluaran Jumlah Aparatur yang mengiuti Bimtek

sebanyak 1 Paket
Hasil . Jumlah Aparatur yang terampil dan
Terlatih
Sumber Biaya : DAU

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

pelaporan SKPD

Keluaran . Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
yang disusun sebanyak 6 Dokumen

Hasil . Tersedianya Dokumen RKA, DPA,

Renja, Evaluasi Renja, Renja
Perubahan dan DPPA.

Sumber Biaya : DAU
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PENUTYp

Rencana Kena Din

R o8 Dinas Kependudukan gan Pencatatan Sipil pada
«vE INENIDBKA

psamva Meupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan

e Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan

catan Yang akan dicapei Tahyn Anggaran 2017

Keberhasilan Pelaksan |

83N program  dan  kegiatan tahun 2017

A0
ROANIING

dan besamya kom:

-~ .1-1:\“5 -'ak
M)

al. Oleh kareng ; .
% W pemerintah dan masyarakat diharapkan dzpat

NOkeN@SEMma secara sinerai i .
engi dalam Melaksanakan pembangunan Administrasi

T )

Kapendudukan dan Pencatatan Sipil

encana Satuan Kerja Perangkat Daergh Dinas Kependudukan dan

atan Sipil pada tahun 2017 Kiranya dapat dipedomani bagi segenap

gesn pelaksana pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Kepala Dinas  Kependudukan dan
Pgqicatatan Sipil Kabupaten Sinjai

engkal : Pembina Utama Muda
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